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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Setditjen Gakkum

LHK) Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Kerja ini disusun

sebagai pedoman, arah kegiatan dalam mencapai target / sasaran

dan indikator kinerja pembangunan bidang penegakan hukum.

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Gakkum LHK

tahun 2023 diharapkan dapat digunakan dalam menyusun RKA

K/L tahun 2023 dan pelaksanaan, pengendalian Program

Dukungan Manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat

Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Sekretariat Direktorat

Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2023 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh

segenap aparat lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta,      Desember 2022

Sekretaris Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum LHK

Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., M.B.A
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BAB I PENDAHULUAN



IKHTISAR EKSEKUTIF
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 sebagaimana telah
ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai
penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pencapaian output selama
kurun waktu 2020-2022 menghadapi tantangan besar akibat adanya
pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia. Pendemi Covid-
19 yang saat ini dalam masa transisi menuju endemi, menimbulkan
dampak yang serius pada kehidupan manusia yang masih berlanjut
hingga saat ini. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pada
tahun 2023 berdasarkan dokumen RKP tahun 2023 yang mengusung
tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan” akan ditekankan pada peningkatan
produktivitas di berbagai sektor.

Renja Sekretariat Direktorat Jenderal Gakkum LHK tahun 2023 disusun
sebagai acuan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
pembangunan di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Gakkum LHK
dalam rangka mencapai sasaran program Dukungan Manajemen
lingkup Direktorat Jenderal Gakkum LHK.

Dokumen Renja Sekretariat Direktorat
Jenderal Gakkum LHK Tahun 2023
memuat Bab Pendahuluan, Capaian
Kinerja Tahun 2022 dan Prognosis Tahun
2023 yang menjelaskan kinerja dan
evaluasi untuk indikator kinerja kegiatan
dan serapan anggaran baik untuk tahun
2022 serta prognosisnya untuk tahun 2023,
serta Rencana Kerja tahun 2023 yang
menjelaskan strategi yang akan
dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal Gakkum LHK dalam
dukungannya terhadap program kerja
KLHK dan pembangunan nasional, serta
Penutup yang berisi garis besar dan
harapan tentang pelaksanaan Renja
Sekretariat Direktorat Jenderal Gakkum
LHK Tahun 2023.
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A. LATAR BELAKANG
Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi titik balik transformasi ekonomi
secara nasional. Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia
selama 4 (empat) tahun terakhir memberikan dampak secara
langsung tidak hanya pada bidang ekonomi tetapi juga meningkatnya
kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai upaya
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan selama pandemi,
Direktorat Jenderal Gakkum LHK tetap melaksanakan tugasnya dan
dengan pencapaian target yang baik melalui optimalisasi Artificial
Intelligence, internet of things (IoT), serta perkembangan alat-alat
forensik digital untuk pembuktian kejahatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Gakkum LHK dalam pelaksanaan
pencapaian target dan realisasi anggaran masih belum maksimal
dengan realisasi sebesar 98,38 sedangkan realisasi Ditjen Gakkum LHK
sebesar 99,06%). Automatic Adjusment di Tahun 2022 menjadi salah
satu tantangan karena pemblokiran anggaran tidak disesuaikan
dengan target yang akan dicapai pada seluruh program.
Terdapat 3 (tiga) program yang ada di Direktorat Jenderal Gakkum LHK,
yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Dari ketiga
program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Gakkum LHK secara
khusus bertanggung jawab pada Program Dukungan Manajemen
dengan sasaran programnya “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
KLHK”.
Program Dukungan Manajemen menjadi bagian penting dalam
pembangunan khususnya pada Sekretariat Direktorat sehingga tepat
guna, tepat waktu dan tepat administrasi sangat dibutuhkan untuk
memberikan manfaat terhadap organisasi. Arah program Dukungan
Manajemen pun dituntut untuk dapat menjadi upaya peningkatan
Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Gakkum LHK.
Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
teruta,a pada aspek pelayanan prima. Transformasi kelembagaan baik
dari sisi fisik (sistem aplikasi penegakan hukum LHK) dan sumber daya
manusia terus ditingkatkan kapasitasnya agar dapat menjadi motor
penggerak organisasi. Transformasi yang dimaksud yaitu merubah
pola pikir (mind set) dan cara kerja (culture set)
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02

03

04

05

06

Koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan Kerjasama Teknik,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kinerja di bidang penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan

Koordinasi dan pelaksanaan
pengumpulan, pengolahan data dan
pengelolaan sistem informasi dan
hubungan masyarakat di bidang
penegakan hukum lingkungan hidup
dan kehutanan

Koordinasi dan pelaksanaan urusan
kepegawaian, organisasi dan tata
laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi
di bidang penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan

Koordinasi dan penyiapan rancangan
peraturan perundang-undangan,
administrasi kerja sama teknik, serta
pemberian pertimbangan dan advokasi
hukum di bidang penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan

Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama dan
jejaring kerja, pembinaan sumber daya
penegak hukum, pelayanan profesi
sumber daya penegak hukum, serta
sarana dan prasarana operasional
penegakan hukum lingkungan hidup
dan kehutanan

Pelaksanaan urusan administrasi, tata
usaha, rumah tangga dan
perlengkapan di lingkungan Direktorat
Jenderal

Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Pemberian
Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unit Organisasi di 
Lingkungan Direktorat Jenderal Gakkum LHK

TUGAS

FUNGSI

B. KEDUDUKAN, TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal

1)

2)

4



C. STRUKTUR ORGANISASI
Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercantum
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
PHLHK

Sekretariat Direktorat Jenderal
PHLHK

Bagian Program, Evaluasi, Hukum 

dan Kerja Sama Teknik

Bagian Keuangan, Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana

Sub Bagian Tata Usaha

Kelompok

Jabatan Fungsional

Sekretaris Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum LHK

5



Bagian Program, Evaluasi, Hukum 
dan Kerja Sama Teknik

Bagian Keuangan, Kepegawaian, 
Organisasi dan Tata Laksana

Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
penyusunan dan pelaksanaan rencana, program,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan
data dan pengelolaan teknologi sistem informasi,
hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-
undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan,
kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan
advokasi hukum

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata
laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan,
tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,
administrasi barang milik negara, tata persuratan,
kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan
informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem
pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal
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Jumlah Pegawai

Usia

D. SUMBER DAYA MANUSIA

48
Perempuan

48
Laki-laki

96
orang

66
PNS

20
PPNPN

10
Tenaga 
Kontrak

Pendidikan

39
orang

28 orang

12 orang

17 orang

2%
10%

46%
20%

22%

S3 S2 S1/D4 D3 SMA

44 orang

41%

29%

12%

18%

21-30 31-40 41-50 >50

19 orang

50%

50%

21 orang

2 orang
10 orang

Jabatan Fungsional

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

7

12

Analis Hukum

Penerjemah

Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa

Pranata Humas

Pranata Keuang an APBN

Pranata SDM Aparatur

Analis Pengelolaan Keuangan  APBN

Arsiparis

Analis Kebijakan

Pranata Komputer

Analis Kepegawaian

Perencana
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Sarana dan prasarana yang digunakan Sekretariat Direktorat
Jenderal PHLHK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya meliputi barang bergerak antara lain
perangkat perkantoran dan barang milik negara lainnya.

E. SARANA DAN PRASARANA

Kamera Udara

GPS

Senjata Api

Laptop

Baik
Rusak
Ringan

Rusak
Berat Jumlah

3 - 6 9

- 5 5 10

25 - - 25

44 43 15 102
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F. PEMBANGUNGAN
BERKELANJUTAN
Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan

yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa
mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan
kesejahteraan tiga dimensi yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.
Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan
yang saling terkait.

Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan

Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara

Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi

Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman

Hayati

Ditjen Gakkum LHK mendukung
salah satu tujuan utama yaitu
tujuan ke 15 Ekosistem Daratan,
berupa pengamanan
keanekaragaman satwa dan
tumbuhan. Kegiatan
pengamanan tersebut dilakukan
melalui operasi dan penanganan
kasus pidana. Kegiatan operasi
pengamanan dan penanganan
kasus pidana dilakukan untuk

memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
Selain mendukung tujuan utama, Ditjen Gakkum juga

mendukung tujuan lain yaitu tujuan 5 “Kesetaraan Gender”, tujuan
6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak”, tujuan 7 “Energi Bersih dan
Terjangkau”, tujuan 13 “Penanganan Perubahan Iklim” dan tujuan
14 “Ekosistem Lautan”.
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G. PENGARUSUTAMAAN
GENDER

4 (empat) Prioritas dan Sasaran Road Map Pengarusutamaan
Gender (PUG) Ditjen Gakkum LHK TA. 2020 s.d 2024

Peningkatan
Kapasitas

Staff untuk
Mengimple
mentasikan

Practical 
Gender 

Concern

Mewujudkan
Lingkungan
Kerja yang 

Sensitif
Gender

Pengarusut
amaan
Gender 
dalam

Reformasi 
Kebijakan

dan 
Peraturan

Monitoring 
dan 

Evaluasi
yang 

Responsif
Gender

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk mewujudkan
kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan
yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.
Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses
dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses
pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh
manfaat dari pembangunan.

Pada lingkup Ditjen Gakkum LHK telah dibentuk Sub-POKJA
PUG melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal. Sub-Pokja PUG
merupakan wadah untuk mendiskusikan kesepakatan dan usulan
rekomendasi pengambilan keputusan oleh para penentu
kebijakan di lingkup Eselon I. Secara khusus, Ditjen PHLHK
memiliki mandat untuk menegakkan hukum lingkungan, pidana
dan perdata. Oleh karena itu perlu pendekatan khusus untuk
memeriksa perspektif lingkungan, hukum lingkungan dan
penegakan hukum lingkungan (sumber daya manusia, verifikasi,
investigasi, penahanan) untuk implementasi pengarusutamaan
gender. Dengan segala tantangan yang ada, Ditjen Gakkum LHK
sudah mulai menerapkan sasaran jangka menengah dalam
pelaksanaan PUG dalam organisasi.
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Bentuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup
Setditjen Gakkum antara lain:
a. Pelatihan sebagai fasilitator gender “Practical Gender

Concerns Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan”;

b. Peningkatan kapasitas dalam pembuatan
campaign/kampanye PUG Ditjen Gakkum; dan

c. Penyediaan sarana prasarana yang responsif gender.

Kamar Mandi yang Responsif Gender

Ruang Laktasi dan Lounge



H. MODAL SOSIAL DAN
BUDAYA

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan
internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk
mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan
tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata
sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya
komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses
perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program
pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini
bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah
budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan
kebudayaan bangsa.

I. TRANSFORMASI DIGITAL
Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya

untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam
meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber
pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi
pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek
pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan
pengelolaan big data.

Transformasi digital Setditjen Gakkum ditunjukkan
dengan adanya Center of Intelligence. Pusat data dan informasi ini
berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data dan informasi
dari berbagai sumber untuk kebutuhan penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan.
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Center of Intelligence (COI) merupakan bagian dari upaya
transformasi digital Ditjen Penegakan Hukum LHK. Sejak didirikan
tahun 2017, COI sebagai pusat keunggulan Ditjen Gakkum
berfungsi sebagai pusat data dan informasi untuk mendukung
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu
COI juga mengimplementasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi untuk mendukung kerja yang dilakukan
pengawas lingkungan hidup, polisi kehutanan, penyidik, maupun
upaya gugatan sengketa lingungan hidup yang dilakukan oleh
direktorat teknis lingkup Ditjen Gakkum.

Saat ini COI sudah terdapat di 4 (empat) lokasi kantor UPT,
yakni di Pekanbaru, Palembang, Surabaya, dan Pontianak. Secara
khusus kerja COI di kantor pusat diarahkan pada pemeliharaan
dan operasionalisasi ruangan COI, pengembangan sistem
dukungan internal, serta pelaporan yang bersifat investigatif,
prediktif maupun analitik berdasarkan proses-proses pengolahan
data dan informasi yang dilakukan COI.

Sumber data dan informasi COI berasal dari internal Ditjen
Gakkum, internal KLHK, dan Kementerian/Lembaga lainnya.
Sistem eksternal yang terhubung dengan COI antara lain
administrasi hukum, identifikasi data kependudukan, data
geospasial, perizinan pertambangan dan ESDM dari geoportal

J. CENTER OF INTELLIGENCE

ESDM. Data dan informasi
tersebut dikumpulkan
secara daring dan near
real time melalui system
big data Center of
Intelligence.

Pada tahun 2023
COI secara khusus akan
berfokus pada optimasi
analisis dan visualisasi
data kinerja penegakan
hukum LHK yang
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terbarukan dan informatif. Secara detail, beberapa rencana kinerja
COI yaitu:

1. Pemeliharaan ruangan dan peralatan (hardware dan
software – perpanjangan lisensi). Peralatan yang terkait
dengan teknologi informasi memiliki lifetime dan
fungsionalitas yang terbatas mengingat semakin cepatnya
perubahan teknologi yang ada. Tahun 2023 COI akan
memperbarui/membeli beberapa lisensi perangkat lunak
yang digunakan serta beberapa peralatan kerja seperti
drone dan perangkat keras lainnya;

2. Pengembangan sistem informasi dukungan internal
seperti pengembangan sistem layanan internal (modul
kepegawaian), dan pengembangan dashboard capaian
kinerja;

3. Peningkatan kapasitas anggota COI, pranata komputer,
maupun staf Setditjen Penegakan Hukum LHK secara
umum misalnya peningkatan kapasitas analisis dan
visualisasi data, peningkatan kapasitas terkait database
maupun peningkatan kapasitas lainnya yang mendukung
tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum
LHK;

4. Pendampingan dan peningkatan kapasitas anggota COI
daerah di 4 UPT;

5. Koordinasi, sinkronisasi maupun penelusuran data dan
informasi terkait penegakan hukum LHK baik dengan
instansi terkait, masyarakat, maupun internal KLHK. Pada
tahun 2023 akan dilanjutkan integrasi data dengan
mengkoneksikan sistem-sistem di Ditjen Gakkum, KLHK,
maupun dengan instansi pemerintah lainnya yang bekerja
sama.
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BAB II CAPAIAN KINERJA 
TAHUN 2021
DAN PROGNOSIS 
TAHUN 2022



Capaian Indikator Dan Output
2021 dan Prognosis 2022 
Capaian indikator dan output kegiatan 2021

A.

1.

Kegiatan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya Ditjen Gakkum LHK

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya reformasi tata kelola
kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen
Gakkum LHK 

Tabel 2.1 Target dan capaian indikator kinerja kegiatan 2021

Indikator Kinerja 
Kegiatan Target Realisasi Capaian (%) Satuan

SAKIP Direktorat
Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan
Hidup dan 
Kehutanan

74 76,35 103 Poin

Maturitas SPIP 
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

3 3 100 Level

Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

1 1 100 Laporan
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Nilai SAKIP selama 5 tahun terakhir (2015-2020)
menunjukkan tren positif seperti terlihat pada Grafik 2.1. Tetapi
untuk tahun 2021 terjadi penurunan nilai SAKIP dengan nilai
76,35 (kategori BB, sangat baik). Hal ini dikarenakan terdapat
perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan tahun
sebelumnya. LKE SAKIP tahun 2020 menggunakan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Sedangkan untuk penilaian SAKIP tahun 2021
mengacu ke LKE yang terdapat di Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

75,98

70,43
72,58

76,64
78,44

81,92

76,35

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grafik 2.1. Nilai SAKIP Ditjen PHLHK



Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Ditjen Gakkum LHK pada tahun 2021 yaitu pada level 3
dengan nilai sebesar 3,910. Nilai Maturitas SPIP 2021
mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020 dengan
nilai 3,3955.

Klasifikasi
Rincian Output 

(KRO)

Rincian
Output (RO) Target Realisasi Capaian

(%) Satuan

EBA. Layanan
Dukungan
Manajemen
Internal

962. Layanan
Umum 1 1 100 Layanan

994. Layanan
perkantoran 1 1 100 Layanan

EBB. Layanan
Sarana dan 
Prasarana
Internal

951. Layanan
Sarana 
Internal

1 1 100 Unit

Capaian kinerja dan serapan anggaran dari indikator
kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya yang ada di Sekretariat Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Tabel 2.2 Target dan capaian output Dukungan Manajamen
Setditjen PHLHK Tahun 2021

Kehutanan Tahun 2021
ditampilkan dalam bentuk
buku Laporan Kinerja (LKj)
Setditjen Gakkum LHK Tahun
2021 yang dapat diakses pada
tautan:
https://gakkum.menlhk.go.id/in
fopublik/detail/365
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Prognosis indikator dan output kegiatan 20222.

Kegiatan :

Sasaran Kegiatan :

Dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya Ditjen
Gakkum LHK

Terwujudnya
reformasi tata kelola
kepemerintahan yang 
baik di lingkungan
Ditjen Gakkum LHK 

Tabel 2.3. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
2022

Indikator Kinerja 
Kegiatan Target Prognosis Capaian

(%) Satuan

SAKIP Direktorat
Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan
Hidup dan 
Kehutanan

76 78 103 Poin

Maturitas SPIP 
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

3 3 100 Level

Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

1 1 100 Laporan
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Capaian nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum LHK
selama 5 tahun terakhir (2015 – 2020) mengalami kenaikan.
Prognosis untuk tahun 2022 sebesar 78 dari target 76.

Pada tahun 2022, penilaian maturitas SPIP mengalami
penyesuaian dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Periode
penilaian SPIP dari bulan Juni 2021 s.d. bulan Juli 2022. Penilaian
SPIP meliputi nilai unsur-unsur SPIP, Manajemen Resiko Indeks
(MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan
Kapabilitas APIP. Prognosis Maturitas SPIP untuk tahun 2022
yaitu berada pada level 3.

Tabel 2.4. Prognosis capaian output kegiatan Dukungan
Manajemen Lingkup Setditjen PHLHK Tahun 2022

Klasifikasi
Rincian Output 

(KRO)

Rincian Output 
(RO) Target Prognosis Capaian

(%) Satuan

EBA. Layanan
Dukungan
Manajemen
Internal

962. Layanan
Umum 1 1 100 Layanan

994. Layanan
perkantoran 1 1 100 Layanan

EBB. Layanan
Sarana dan 
Prasarana
Internal

951. Layanan
Sarana Internal 1 1 100 Unit

Setditjen Gakkum LHK sendiri mendukung program
Dukungan Manajemen yang pelaksanaannya ada di semua
satuan kerja lingkup Ditjen Gakkum HLHK dengan kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Gakkum LHK. Output untuk kegiatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen
Gakkum LHK menjadi seperti tertera pada tabel 2.4.
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Dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, Ditjen
Penegakan Hukum LHK turut serta mengalami penyederhanaan
eselon. Susunan organisasi di lingkup Setditjen Gakkum LHK terdiri
dari dua bagian yaitu Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja
Sama Teknik dan Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata
Laksana. Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah Bagian Keuangan,
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Tiap bagian memiliki
indikator unit kegiatan dengan target dan prognosis untuk tahun 2022
seperti disajikan berikut.
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Capaian Serapan Anggaran
2021 dan Prognosis 2022 
Capaian serapan anggaran 2021

B.

1.

Capaian serapan anggaran lingkup Setditjen Gakkum
LHK tahun 2021 sebesar 99,6% yaitu sejumlah
Rp55.648.325.199 dari pagu anggaran Rp55.872.258.000
dengan tingkat efisiensi 1,04. Tingkat efisiensi ini
menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Setditjen
Gakkum LHK efisien terhadap capaian kinerja yang
ditunjukkan dengan rasio > 1. Chart berikut menunjukkan
perbandingan anggaran dan serapan dari tahun 2016 – 2021 di
lingkup Setditjen Gakkum LHK.

85,358
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45,706 44,859
50,579 51,187 55,87267,589

74,193

43,789 43,957
50,153 50,167

55,648

0

20

40
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80

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anggaran Serapan

Grafik 2.2. Serapan anggaran Ditjen PHLHK
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Prognosis serapan anggaran 20222.

Pandemi Covid-19 berdampak
terhadap anggaran Kementerian/
Lembaga. Selama tahun 2022 sudah 2
(dua) kali dilakukan Automatic
Adjusment. Automatic Adjusment
(pencadangan anggaran) merupakan
kebijakan pemerintah untuk
antisipatif APBN dalam menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi,

Tabel 2.7. Prognosis Serapan Anggaran Kegiatan Dukungan
Manajemen Setditjen PHLHK Tahun 2022

Klasifikasi
Rincian
Output

Rincian
Output

Anggaran
(‘000) Prognosis %

EBA. Layanan
Dukungan
Manajemen
Internal

962. Layanan
Umum 14.295.547 14.248.372 99,67

994. Layanan
perkantoran 44.028.191 43.979.760 99,89

EBB. Layanan
Sarana dan 
Prasarana
Internal

951. Layanan
Sarana 
Internal 4.125.400 4.121.275 99,90

TOTAL 62.449.138 62.348.716 99,84

*Data pagu anggaran per 30 Agustus 2022, termasuk Blokir, AA I, dan AA II

daya beli masyarakat, dan kesehatan. Kebijakan ini diatur
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN
Tahun Anggaran 2022. Automatic Adjusment ini tidak
mengurangi nilai nominal anggaran yang dalam pagu, tetapi
anggaran yang ditandai AA ini menjadi anggaran yang
terkunci (ter-lock) dan tidak bisa digunakan. Kebijakan yang
terbaru adalah pengebalian pagu yg ditandai AA ke negara,
sehingga pagu yang tertera pada DIPA sudah dikurangi
dengan AA
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BAB III RENCANA KERJA 
TAHUN 2023



A. Strategi dalam Mendukung
Program KLHK dan Program
Prioritas Nasional Tahun 2023
Pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan dari Pemulihan
Ekonomi pada Tahun 2022 menuju Transformasi Ekonomi
dimana merupakan strategi jangka menengah-panjang
yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan aktivitas
perekonomian domestik dan stabilnya perekonomian
global. RKP Tahun 2023 adalah RKP tahun keempat dalam
konteks rencana pembangunan lima tahunan yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 dan dijabarkan menjadi 7 Prioritas
Nasional (PN).

Tema RKP Tahun 2023

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Memperkuat ketahanan
ekonomi untuk
pertumabuhan
berkualitas dan berkadilan

PN 1
Mengembangkan wilayah 
untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin
pemerataan

PN 2
Meningkatkan Sumber Daya
Manusia dan Berdaya Saing

PN 3

Revolusi Mental dan 
pembangunan kebudayaa

PN 4
Memperkuat infrastruktur
untuk mendukung
pengembangan ekonomi
dasar

PN 5
Membangun lingkungan
hidup, meningkatkan
ketahanan bencana dan 
perubahan iklim

PN 6

Memperkuat stabilitas
Polhukhankam dan 
transformasi pelayanan
publik

PN 7

Gambar 1. Prioritas Nasional Tahun 2023
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Dari 7 (tujuh) Agenda PN, Ditjen Gakkum mendukung PN 6
(enam) dimana PN 6 memiliki 3 (tiga) Program Prioritas (PP) yaitu:
Peningkatan Kualitas Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana
dan Iklim, serta Pembangunan Rendah Karbon. Program Prioritas
ini sejatinya dijabarkan lagi menjadi 11 (sebelas) Strategi/Kegiatan
Prioritas (KP) dan 42 Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN).

Membangun lingkungan
hidup, meningkatkan
ketahanan bencana dan 
perubahan iklim

PN 6
PP 1 Peningkatan Kapasitas LH

PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

PP 3 Pembangunan Rendah Karbon

KP 1 Pencegahan Pencemaran
dan Kerusakan SDA 

Lingkungan Hidup (LH)

KP 2 Penanggulangan
Pencemaran dan Kerusakan

SDA dan LH

KP 3 Pemulihan Pencemaran
dan Kerusakan SDA dan LH

KP 4 Penguatan Kelembagaan
dan Penegakan Hukum di 

Bidang SDA dan LH

Pro-PN 2 Penguatan Sistem Perizinan, 
Pengawasan dan Pengamanan

Pengelolaan SDA dan LH 

Pro- PN 3 Penguatan Mekanisme
Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam

Proses Penegakan Hukum Bidang SDA 
dan LH 

Pada Program PN 6 yang menggambarkan arah kebijakan
Kementerian LHK dijabarkan menjadi Kegiatan Prioritas (KP 4)
pada PP1 yaitu “Penguatan Kelembagaan dan Penegakan
Hukum di Bidang SDA dan LH” yang diamanatkan menjadi tugas
Ditjen Gakkum LHK untuk kemudian diturunkan secara rinci
menjadi 2 (dua) Pro-PN. Setditjen Gakkum LHK memiliki tugas
dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Gambar 2. Arah Kebijakan
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IKU 13
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Pilar Lingkungan
Terwujudnya
Lingkungan Hidup dan 
Hutan yang 
Berkualitas serta
Tanggap Terhadap
Perubahan Iklim

Pilar Tata Kelola
Terselenggarakannya
Tata Kelola dan Inovasi
Pembangunan LHK 
yang Baik Serta 
Kompetensi SDM LHK 
yang Berdaya Saing

Pilar Sosial
Terjaganya Keberadaan, 
Fungsi dan Distribusi
Manfaat Hutan yang 
Berkeadilan dan 
Berkelanjutan

Pilar Ekonomi
Tercapainya Optimalisasi Manfaat
Ekonomi Sumberdaya Hutan dan 
Lingkungan sesuai dengan Daya
Dukung Daya Tampung
Lingkungan

Setditjen Gakkum LHK mendukung
Pilar Tata Kelola dengan Sasaran Strategis 4
Terselenggarakannya Tata Kelola dan Inovasi
Pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM
LHK yang berdaya saing dalam Indikator
Kinerja Utama (IKU) 13 Nilai Kerja Reformasi
Birokrasi melalui laporan keuangan Ditjen
Gakkum LHK, Nilai SAKIP, dan nilai Maturitas
SPIP menjadi indikator pencapaian Setditjen
Gakkum LHK.
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Program 
Pengelolaan
Hutan
Berkelanjutan

Arsitektur
Kinerja 

KLHK 2023

Program 
Pendidikan dan 
Pelatihan Vokasi

Program 
Ketahanan
Bencana dan 
Perubahan Iklim

Program 
Dukungan
Manajemen

Program 
Kualitas
Lingkungan
Hidup

Meningkatnya
kondisi birokrasi
dan layanan
publik yang 
agile, efektif dan 
efisien lingkup
Ditjen PHLHK

Dalam Renstra Kementerian LHK 2020-2024, Menteri LHK telah
menetapkan 5 (lima) Program kepada seluruh jajaran unit
dibawahnya dengan 3 (tiga) program yang dipartisipasikan
secara langsung oleh Ditjen Gakkum LHK. Program tersebut
antara lain Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program
Pengelolaan hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan
Manajemen.

Untuk Setditjen Gakkum LHK berpartisipasi dalam Program
Dukungan Manajemen, dimana program ini diamanatkan
kepada seluruh Biro Sekretariat/Inspektorat pada Kementerian
LHK.
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PROGRAM

Dukungan
Manajemen

Meningkatnya
kondisi birokrasi dan 
layanan publik yang 
agile, efektif dan 
efisien lingkup Ditjen
Gakkum LHK

Nilai Kinerja 
Reformasi Birokrasi

Dukungan
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen
Gakkum LHK

Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK

SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

SASARAN KEGIATANKEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

Nilai Maturitas SPIP Ditjen
Gakkum LHK

Laporan keuangan Ditjen
Gakkum LHK yang tertib

dan akuntabel

KLASIFIKASI RINCIAN 
OUTPUT

Layanan Dukungan
Manajemen Internal

Layanan Sarana dan Prasarana
Internal

Layanan Perkantoran

Layanan Umum

Layanan Sarana Internal

Meningkatnya
kondisi birokrasi dan 
layanan publik yang 
agile, efektif dan 
efisien lingkup Ditjen
PHLHK

RINCIAN OUTPUT

Peta Program, Sasaran Program sampai dengan Rincian
Output Setditjen Gakkum LHK
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B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit
Kegiatan dan Elemen Kegiatan
Tahun 2023

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan

“ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Gakkum LHK ”

Sasaran Kegiatan
“ Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile,

efektif dan efisien lingkup Ditjen Gakkum LHK ”

Nilai SAKIP Ditjen
Gakkum LHK

Level 
Maturitas

SPIP Ditjen
Gakkum LHK 

Laporan Keuangan yang 
transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan

Indikator Kinerja Kegiatan

78 Poin

Target 2023

Level 4 1 Dokumen
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Sasaran Unit Kegiatan Indikator Kinerja Unit 
Kegiatan Target 2023 Satuan

Tersedianya dokumen rencana
program, dan anggaran Ditjen
Gakkum LHK

Jumlah dokumen RENJA Ditjen 
Gakkum LHK

1 Dokumen

Jumlah dokumen RENJA Unit Kerja 10 Dokumen

Jumlah dokumen Rencana Aksi 10 Dokumen

Jumlah dokumen Renstra 0 Dokumen

Jumlah dokumen Renstra Unit Kerja 0 Dokumen

Jumlah dokumen RKAKL 6 Dokumen

Jumlah dokumen revisi RKAKL 12 Dokumen

Terselenggaranya dukungan
program dan anggaran Gakkum
LHK

Jumlah bahan kerja pimpinan
Gakkum LHK

12 Laporan

Raker Penegakan Hukum 2 Laporan

Jumlah dokumen Laporan Kinerja 
lingkup Ditjen Gakkum LHK

11 Dokumen

Tersedianya dokumen pelaporan
lingkup Ditjen Gakkum LHK

Jumlah dokumen Desain SPIP lingkup 
Ditjen Gakkum LHK

10 Laporan

Jumlah dokumen laporan tahunan 
lingkup Ditjen Gakkum LHK

11 Dokumen

Meningkatnya cakupan dan 
penetrasi komunikasi dan 
kampanye

Jumlah berita media massa mengenai
kegiatan Gakkum kepada masyarakat

100 Berita

Jumlah media kampanye/pameran 
Gakkum LHK 

10 Pameran

Tercapainya data dan informasi
penegakan hukum

Jumlah satuan kerja yang tekoneksi 
dengan sistem data dan informasi 
terpusat

5 Satuan Kerja

Jumlah publikasi melalui media sosial
Penegakan Hukum (FB, IG, Twitter, 
Youtube, dan Website)

500 Posting

Tersedianya aturan dan NSPK Jumlah Rancangan Peraturan 
Perundangan-Undangan

3 Dokumen

Jumlah NSPK 1 Dokumen

Tersedianya Rumusan Kajian 
Hukum Ditjen Gakkum LHK

Jumlah Rumusan Kajian Hukum 5 Dokumen

Tersedianya Bantuan Hukum Jumlah Bantuan Hukum 3 Dokumen Putusan

Terselenggaranya Kerjasama Teknis 
dalam Meningkatkan Efektivitas
Kegiatan Gakkum LHK

Jumlah Kerjasama Teknik Dalam
Negeri terkelola

18 Dokumen/ draft 
kerjasama

Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri 
terkelola

2 Dokumen/ draft 
kerjasama

2. Output Kegiatan Tahun 2023

Unit Kegiatan Program, Evaluasi Hukum dan Kerjasama Teknik 2023
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Sasaran Unit Kerja Indikator Kinerja Unit Kegiatan Target 2023 Satuan

Meningkatnya efektivitas administrasi
keuangan

Opini WTP untuk laporan keuangan 1 Dokumen

Pengelola Anggaran Terakreditasi sesuai
dengan PUU

10 Orang

Peraturan Standar Kegiatan dan Biaya 1 Dokumen

Terselenggaranya pengelolaan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan 
pengelolaan perlengkapan

Identifikasi register aset secara elektronik 1 Dokumen

Jumlah sarana dan peralatan LHK 
terdistribusi di satuan kerja dan berfungsi
baik sesuai dengan NSPK

1109 Unit

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana 1 Dokumen SK

Penataan dokumentasi berdasarkan aplikasi
SIK

1 Dokumen

Terlaksananya pengelolaan surat/dokumen
dinas

1 Laporan

Tersedianya Layanan Rumah Tangga 
Pimpinan

1 Laporan

Meningkatnya daya saing sumber daya
manusia Ditjen Gakkum LHK

Tersedianya Polisi Kehutanan dalam 
mendukung  Gakkum LHK

838 Orang

Tersedianya PPLH untuk memenuhi
kebutuhan pengawasan lingkungan hidup

203 Orang

Tersedianya PPNS untuk memenuhi
kebutuhan penyidikan

296 Orang

Jumlah sumber daya manusia Gakkum LHK 
yang meningkat kompetensinya

1575 Orang

Tersusunnya stuktur organisasi dan tata 
kerja yang proporsional, efektif, dan efisien

Terlaksananya penyempurnaan struktur
organisasi Ditjen Gakkum LHK

0 Usulan

Jumlah dokumen desain SPIP Setditjen
PHLHK 

1 Dokumen

Terlaksananya penyempurnaan
ketatalaksanaan lingkup Ditjen Gakkum LHK

1 Dokumen

Unit Kegiatan Program Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 2023
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Kegiatan
Sasaran

Kegiatan

Klasifikasi
Rincian
Output

Rincian
Output

Anggaran

Dukungan
Manajemen
dan 
Pelaksanaan
tugas Teknis 
Lainnya
Ditjen
PHLHK

Meningkatnya
kondisi
birokrasi dan 
layanan publik
yang agile, 
efektif, dan 
efisien lingkup
Ditjen Gakkum
LHK 

Layanan
Dukungan
Manajemen
Internal

Layanan
Umum

13.846.009.000

Layanan
Perkantoran

40.059.805.000

Layanan
Sarana dan 
Prasarana
Internal

Layanan
Sarana 
Internal

2.666.000.000

Klasifikasi Rincian
Output (KRO) Rincian Output (RO) Target 2023 Satuan

EBA. Layanan
Dukungan
Manajemen Internal

2 Layanan

994. Layanan
Perkantoran 1 Layanan

996. Layanan Umum 1 Layanan

EBB. Layanan
Sarana Internal

1 Unit

951. Layanan Sarana 
Internal 1 Unit
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2. Pendanaan Kegiatan Tahun 2023

Setditjen Gakkum LHK dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, memerlukan total
anggaran sebesar Rp56.571.814.000. Jenis belanja tahun 2023
adalah Belanja Operasional (Belanja Barang dan Belanja
Pegawai) serta Belanja Non Operasional yang terdiri dari Rupiah
Murni (RM).

23 %

71 % Belanja Non Operasional
16.512.009.000

Belanja Operasional
40.059.805.000

Total Pagu 2023
56.571.814.000

Belanja Pegawai
32.391.370

Belanja Barang
7.668.435.000

RM
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IV. PENUTUP
Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat
Jenderal Gakkum LHK Tahun 2023, maka seluruh kegiatan pada
Sekretariat Direktorat Jenderal Gakkum LHK mengacu pada Renja
yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Diharapkan agar Renja
Sekretariat Direktorat Jenderal Gakkum LHK Tahun 2023 menjadi
acuan bagi unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Gakkum
LHK

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan
dituangkan dalam Rencana Aksi dan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Sekretariat Direktorat Jenderal
Gakkum LHK Tahun 2023.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan
rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan
evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai
kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Tahun 2023 sangat ditentukan oleh
komitmen, kapasitas dan kualitas seluruh pegawai lingkup Sekretariat
Direktorat Jenderal Gakkum LHK. Oleh karena itu, Renja Sekretariat
Direktorat Jenderal Gakkum LHK Tahun 2023 akan dikomunikasikan ke
seluruh unit organisasi lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.
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V. LAMPIRAN
Lampiran 1. Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan
Indikator Kinerja Kegiatan

Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 
2023

Dukungan Manajemen

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yang akuntabel, 
responsive dan berpelayanan
prima

Nilai SAKIP Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

78 Poin

Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 
2023

Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Terwujudnya Reformasi Tata 
Kelola Kepemerintahan yang 
baik di lingkungan Ditjen
Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan

Nilai SAKIP Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan kehutanan

78 Poin

Level Maturitas SPIP Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Level 4

Laporan Keuangan Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1 Laporan
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Lampiran 2. Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Gakkum LHK

Klasifikasi
Rincian Output 

(KRO)

Rincian
Output

(RO)

Lokasi Komponen Target 
2023

Satuan Anggaran
(‘000)

EBA.
Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan 201.235.883

994.
Layanan Perkantoran

184.389.874

DKI Jakarta, 
Jatim,Sumut, 
Kaltim, Sulsel, 
Papua Barat

001. Gaji dan 
Tunjangan

152.312.083

002. Operasional
dan 
Pemeliharaan
Kantor

32.077.791

962. 
Layanan Umum

Layanan 16.846.009

DKI Jakarta 063. Layanan
PEHKT

6.325.794

DKI Jakarta 064. Layanan
KKOTL

5.770.215

Jatim, Sumut, 
Kaltim, Sulsel, 
Papua Barat

062. Layanan
Dukungan
Manajemen
Satker

4.750.000

EBB.
Layanan Sarana Internal

Unit 2.666.000

951. Layanan Sarana dan 
Prasarana

Unit 2.666.000

DKI Jakarta 052. Pengadaan
Perangkat
Pengolah

366.000

053. Pengadaan
Perangkat
Fasilitas

300.000

054. 
Pembangunan / 
Renovasi
Gedung dan 
Bangunan

2.000.000

Total 203.901.883

44



Lampiran 3. Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Gakkum LHK

Klasifikasi Rincian
Output (KRO)

Rincian
Output

(RO)

Komponen Target 
2023

Satuan Anggaran
(‘000)

EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

994. Layanan
Perkantoran

1 Layanan 46.030.518

001. Gaji dan 
Tunjangan

38.562.083

002. Operasional dan 
Pemeliharaan Kantor

7.468.435

962. Layanan
Umum

1 Layanan 12.096.009

063. Layanan PEHKT 6.325.794

064. Layanan KKOTL 5.770.215

EBB. Layanan Sarana dan Prasarana

951. Layanan
Sarana dan 
Prasarana

1 Unit 2.666.000

052. Pengadaan
Perangkat Pengolah

366.000

053. Pengadaan
Perangkat Fasilitas

300.000

054. Pembangungan / 
Renovasi Gedung dan 
Bangunan

2.000.000

Total 60.792.527
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